
PEDOMAN WAWANCARA

PENELITIAN TESIS

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA DAERAH

DI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

INFORMAN

1. Kasubag Tata Laksana Bagian Ketatalaksanaan Kota Administrasi Jakarta

Utara

2. Kasubag Pelayanan Publik Bagian Ketatalaksanaan Kota Administrasi

Jakarta Utara

3. Staf Bagian Ketatalaksanaan Kota Administrasi Jakarta Utara

4. Staf Bagian Ketatalaksanaan Kota Administrasi Jakarta Utara

PERTANYAAN DAN JAWABAN

1. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu terkait pemberian tunjangan kinerja

daerah yang diberikan kepada PNS dan CPNS pemerintah daerah DKI

Jakarta ?

Informan 1 : Tunjangan kinerja daerah merupakan terobosan yang

baik untuk mengubah pola kerja bagi PNS. Kita lihat

saja, setelah ada TKD para pegawai datangnya cepat.

Kalau tidak perlu-perlu betul, tidak akan pergi

ninggalin kantor. Beda dengan dulu.

Informan 2 : Tunjangan kinerja daerah tidak cukup berpengaruh

terhadap pemberian pelayanan publik.

Informan 3 : Sejak ada tunjangan kinerja daerah, saya jadi lebih

teratur datang dan pulang kerjanya.

Informan 4 : Tunjangan kinerja daerah ini cukup mengubah

kebiasaan para pegawai yang sering datang terlambat.
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2. Apakah Bapak/Ibu pernah mengikuti kegiatan sosialisasi terkait kebijakan

pemberian tunjangan kinerja daerah ?

Informan 1 : Saya pernah mengikuti secara langsung sosialisasi

pemberian tunjangan kinerja daerah.

Informan 2 : Tidak pernah.

Informan 3 : Tidak pernah.

Informan 4 : Iya, saya pernah mengikuti sosialisasi terkait

pemberian tunjangan kinerja daerah.

3. Menurut Bapak/Ibu sejauh mana pemberian tunjangan kinerja daerah

mempengaruhi kinerja para pegawai ?

Informan 1 : Menurut saya, pemberian tunjangan kinerja daerah

sangat mempengaruhi kinerja pegawai. Para pegawai

jadi datang tepat waktu dan tidak meninggalkan kantor

lebih cepat. Apabila pegawai sudah berada di kantor

sejak pagi, saya rasa secara otomatis kinerja juga akan

menyesuaikan.

Informan 2 : Tentu saja tunjangan kinerja daerah dapat

mempengaruhi kinerja pegawai.

Informan 3 : Kalau dikaitkan dengan kedatangan dan kepulangan

kerja pegawai tentu saja berpengaruh. Namun, apabila

dikaitkan dengan kualitas kerja para pegawai, menurut

saya belum optimal.

Informan 4 : Iya, tentu berpengaruh.

4. Menurut Bapak/Ibu apakah implementasi kebijakan pemberian tunjangan

kinerja daerah sudah sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan ?

Informan 1 : Menurut saya, kalau dikaitkan dengan tingkat

kesejahteraan pegawai sudah tercapai. Apabila

dikaitkan dengan kinerja pegawai, iya jelas

berpengaruh. Dengan adanya kebijakan pemberian

tunjangan kinerja daerah, kinerja para pegawai
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mengalami peningkatan, khususnya pada unit yang

saya pimpin. Setidaknya para pegawai sudah tiba di

kantor pada pukul 07.30 bahkan sebelum jam tersebut

dan baru meninggalkan kantor rata-rata pada pukul

16.00 pada hari Senin-Kamis dan pukul 16.30 pada

hari Jumat. Berbeda dengan sebelum diterapkannya

kebijakan pemberian tunjangan kinerja daerah, para

pegawai di lingkungan kota administrasi Jakarta Utara

banyak yang baru tiba di kantor pada pukul 09.00 pagi.

Informan 2 : Menurut saya cukup berpengaruh tetapi tentu saja

masih perlu dilakukan evaluasi untuk menyimpulkan

apakan sudah sesuai dengan tujuan yang ada atau

belum.

Informan 3 : Menurut saya sudah cukup sesuai. Sejak adanya

pemberian tunjangan kinerja daerah pendapatan saya

setiap bulan mengalami peningkatan. Saya PNS

golongan III/a dengan masa kerja satu tahun lima

bulan. Dengan adanya kebijakan pemberian tunjangan

kinerja daerah ini, setiap bulan saya mendapat

tunjangan kinerja daerah sebesar Rp.3.337.500,- di luar

gaji. Padahal sebelum diterapkan kebijakan tunjangan

kinerja daerah pendapatan yang yang saya terima selain

gaji hanya sebesar Rp.2.000.000,-. Pendapatan saya

mengalami peningkatan sebesar Rp.1.337.500,00.

Adanya tunjangan kinerja daerah, membuat pendapatan

yang saya terima lebih pasti dibandingkan sebelum

adanya kebijakan pemberian tunjangan kinerja daerah.

Jadi, saya dapat lebih mudah merencanakan kebutuhan

dana yang akan saya keluarkan setiap bulannya.

Informan 4 : Menurut saya belum optimal pencapaian tujuan-tujuan

yang telah dicapai. Perlu dilakukan banyak perbaikan.
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5. Menurut Bapak/Ibu hal-hal apa saja yang mendorong efektifitas

implementasi kebijakan pemberian tunjangan kinerja daerah ini?

Informan 1 : Menurut saya semuanya kembali kepada individunya

itu sendiri. Mau sebaik apapun kebijakan yang ada

tetapi para pelaksananya tidak berkeinginan untuk

melaksanakannya tidak akan tercapai tujuan yang telah

ditetapkan. Jadi, semuanya kembali kepada sumber

dayanya itu sendiri.

Informan 2 : DKI ini kaya. Pendapatannya banyak. Yang sangat

diperlukan saat ini adalah bagaimana sumber daya

manusia yang ada mengelola semua itu sebaik

mungkin.

Informan 3 : Menurut saya efektifitas ini terkait dengan berbagai

faktor, seperti sumber daya manusia, sumber daya

finansial dan sarana prasarana pendukung.

Informan 4 : Biar efektif semuanya harus sama-sama berkomitmen

untuk melaksanakan kebijakan ini.

6. Menurut Bapak/Ibu faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat

implementasi kebijakan pemberian tunjangan kinerja daerah?

Informan 1 : Salah satu kendala penerapan kebijakan tunjangan

kinerja daerah ini ya terkait alat perekam kehadiran

pegawai. Alat perekam atau mesin absen itu

merupakan alat utama. Namun, beginilah kondisi yang

ada. Sarananya kurang memadai. Tetapi untuk upaya

penanganan masalah tersebut, kami sudah mengajukan

mesin absensi yang baru. Kita tinggal menunggu

karena pengadaan seperti itu membutuhkan proses.

Informan 2 : Menurut saya terkadang masih terjadi kurangnya

koordinasi antara pihak-pihak yang terkait dengan

kebijakan pemberian tunjangan kinerja daerah.
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Informan 3 : Mesin absensinya layarnya suka tidak muncul. Jadi

tidak kelihatan.

Informan 4 : Hambatannya antara lain, waktu awal penerapan

tunjangan kinerja daerah saya terkadang lupa absen.

Maklum barang baru, kadang masih lupa absen. Sudah

mulai bekerja di ruangan, tetapi ternyata belum

mengabsen. Akhirnya pasrah saja, tunjangan mau di

potong atau tidak.

7. Menurut Bapak/Ibu upaya apa yang dapat dilakukan untuk mengatasi

hambatan-hambatan tersebut?

Informan 1 : Yang penting adalah bagaimana dengan sumber daya

manusianya. Sumber daya manusia itu harus memiliki

komitmen terhadap kebijakan-kebijakan yang telah

ditetapkan. Mau sebaik apapun kebijakan yang ada

tetapi kalau tidak dilaksanakan dengan baik tidak akan

memberikan pengaruh apa-apa. Tidak akan ada

perubahan ke arah yang lebih baik.

Informan 2 : Koordinasi antar pihak-pihak yang terkait dalam

pemberian tunjangan kebijakan daerah harus selalu

ditingkatkan.

Informan 3 : Harus ada pengadaan mesin absensi yang lebih baik.

Sistem yang ada juga harus selalu diperbaiki agar tidak

menjadi penghambat penerapan kebijakan tunjangan

kinerja daerah.

Informan 4 : Menurut saya untuk mengatasi hambatan-hambatan yang

ada bisa dilakukan dengan meningkatkan kesadaran dan

komitmen para pegawai.
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PEDOMAN WAWANCARA

PENELITIAN TESIS

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA DAERAH DI

KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

INFORMAN

1. Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Utara

2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Keuangan Bagian Keuangan Sekretariat

Kota Administrasi Jakarta Utara

3. Staf Bagian Keuangan Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Utara

PERTANYAAN

1. Apakah dengan diimplementasikannya kebijakan tunjangan kinerja

daerah administrasi pengelolaan keuangan menjadi lebih tertib ?

Informan 1 : Pemberian TKD ini membuat lebih tertib administrasi

pengelolaan keuangan karena sekarang sudah tidak ada

lagi TPP, Kesra, dan honor-honor. Listing yang ada

jadi lebih sedikit. Kalau dulu pekerjaan banyak yang

komplain juga banyak. Kalau sekarang pekerjaan yang

kami lakukan jadi lebih mudah.

Informan 2 : Dengan adanya kebijakan pemberian tunjangan kinerja

daerah, pengelolaan administrasi keuangan dapat lebih

tertib. Hal ini sejalan dengan tidak adanya lagi TPP,

Kesra dan honor-honor kegiatan. Dengan

ditiadakannya honor-honor kegiatan dirasakan semakin

menyederhanakan proses pengelolaan administrasi

keuangan. Setidaknya dengan dihapuskannya TPP,

Kesra dan honor-honor kegiatan mengurangi beban

kerja para bendahara unit dan bagian keuangan yang
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berperan dalam pengelolaan keuangan di tingkat kota

administrasi Jakarta Utara.

Informan 3 : Tunjangan kinerja daerah merupakan penyempurnaan

dari tunjangan yang telah ada dan akan menjadi satu

tunjangan yang spesifik untuk menilai kinerja SKPD

atau unit-unit kerja dalam menjalankan program serta

penyerapan anggarannya. Dengan adanya tunjangan

kinerja daerah ini, selanjutnya, diharapkan efisiensi dan

efektifitas dalam kinerja SKPD serta penggunaan

anggaran untuk kegiatan yang kurang jelas manfaatnya

bagi masyarakat bisa ditekan atau dikurangi. Selain itu,

pemberlakuan tunjangan kinerja daerah diharapkan

dapat memperkecil tindak penyelewengan anggaran,

dan keuntungan lainnya yaitu penerapan anggaran

berbasis kinerja dan menghilangkan honor proyek.

2. Sejauh mana pemberian tunjangan kinerja daerah mempengaruhi kinerja

para pegawai di lingkungan Kota Administrasi Jakarta Utara khususnya di

unit kerja yang Bapak pimpin?

Informan 1 : Menurut saya pemberian tunjangan kinerja daerah ini

pengaruhnya besar terhadap kinerja pegawai.

Informan 2 : Pemberian tunjangan kinerja daerah cukup

mempengaruhi kinerja pegawai. Kinerja ini juga terkait

dengan pendapatan yang diterima oleh pegawai.

Pegawai yang berkinerja kurang baik akan mengalami

pemotongan tunjangan kinerja daerah.

Informan 3 : Menurut saya cukup berpengaruh.

3. Bagaimana melakukan pengukuran kinerja para pegawai di unit kerja

yang Bapak pimpin ini?

Informan 1 : Pengukuran kinerja dilakukan sesuai dengan tugas

pokok dan fungsi pegawai. Selain itu, prilaku kerja
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para pegawai juga mempengaruhi penilaian kinerja

pegawai.

Informan 2 : Pengukuran kinerja dilakukan sesuai dengan petunjuk

pelaksanaan yang telah ada saja.

Informan 3 : Sesuai dengan tugas kita sehari-hari saja.

4. Menurut Bapak faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat

implementasi kebijakan pemberian tunjangan kinerja daerah?

Informan 1 : Faktor penghambat pemberian tunjangan kinerja

sampai saat ini belum ada. Dengan adanya kebijakan

tunjangan kinerja daerah justru pekerjaan kami di

bagian keuangan menjadi sedikit berkurang karena

tidak adanya TPP, Kesra dan honor-honor kegiatan.

Informan 2 : Menurut saya sarana penunjang juga perlu

diperhatikan, seperti mesin absensi.

Informan 3 : Menurut saya, faktor penghambatnya adalah tingkat

kesadaran para pegawai itu sendiri.

5. Menurut Bapak upaya apa yang dapat dilakukan untuk mengatasi

hambatan-hambatan tersebut?

Informan 1 : Menurut saya, untuk mengatasi hambatan yang ada

terkait tunjangan kinerja daerah yaitu harus ada

komitmen dan kesadaran yang tinggi dari para pegawai

tersebut.

Informan 2 : Yang dapat dilakukan tentu saja melakukan pengadaan

mesin absensi yang baru.

Informan 3 : Untuk mengatasi hambtan yang saya katakan

sebelumnya yaitu kesadaran dan komitmen tinggi para

pegawai sangat dibutuhkan.
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PEDOMAN WAWANCARA

PENELITIAN TESIS

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA

DAERAH DI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

INFORMAN

1. Kepala Kantor Kepegawaian Kota Administrasi Jakarta Utara

2. Kepala Sub Bagian Kesejahteraan dan Pensiun Kantor Kepegawaian Kota

Administrasi Jakarta Utara

3. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kantor Kepegawaian Kota Administrasi

Jakarta Utara

4. Staf Kantor Kepegawaian Kota Administrasi Jakarta Utara

PERTANYAAN

1. Menurut Bapak/Ibu apakah pemberian tunjangan kinerja daerah sudah

efektif diimplementasikan di lingkungan Kota Administrasi Jakarta

Utara?

Informan 1 : Menurut saya efektif atau tidaknya implementasi

kebijakan tunjangan kinerja daerah yang diterapkan di

Kota Administrasi Jakarta Utara harus dilakukan studi

lebih lanjut. Saya belum dapat menyimpulkan apakah

sudah efektif atau belum.

Informan 2 : Jika implementasi kebijakan ingin berlangsung efektif,

maka perintah-perintah pelaksanaan harus konsisten

dan jelas. Semua pihak-pihak yang terkait harus

memiliki komitmen bersama untuk melaksanakan

kebijakan tersebut. Kebijakan tunjangan kinerja daerah

ini merupakan hal yang baru, masih perlu banyak

dilakukan dalam perbaikan dalam pelaksanaan di

lapangan sehingga tujuan yang diharapkan dari

kebijakan tersebut dapat dicapai.
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Informan 3 : Iya, pemberian tunjangan kinerja daerah sudah efektif

dilaksanakan sejak awal tahun 2010 ini.

Informan 4 : Iya, TKD ini sudah mulai kami terima pada bulan

februari 2010 lalu.

2. Menurut Bapak/Ibu langkah-langkah apa saja yang telah ditempuh oleh

pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara dalam mengimplementasikan

kebijakan pemberian tunjangan kinerja daerah?

Informan 1 : Kebijakan pemberian tunjangan kinerja daerah ini

dikomunikasikan kepada para pegawai melalui

sosialisasi yang dilakukan oleh tingkat provinsi. Pada

saat sosialisasi tersebut dipaparkan tentang tunjangan

kinerja daerah berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor

215 Tahun 2009. Selain itu, dipaparkan juga petunjuk

pelaksanaan tunjangan kinerja daerah berdasarkan

Peraturan Peraturan Sekretaris Daerah Provinsi Daerah

Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 2009.

Tunjangan kinerja daerah ini merupakan hal baru.

Informan 2 : Langkah-langkah yang ditempuh oleh Pemerintah Kota

Administrasi Jakarta Utara dalam

mengimplementasikan kebijakan pemberian tunjangan

kinerja daerah adalah dengan melakukan sosialisasi

kepada para pegawai di lingkungan kota administrasi

Jakarta Utara.

Informan 3 : Yang pasti langkah-langkah yang telah dilakukan

adalah pelaksanaan sosialisasi kepada para pegawai

agar para pegawai dapat mengetahuinya.

Informan 4 : Saya tidak mengetahui banyak tentang mekanisme

pembayaran TKD. Yang saya tahu, kalau datang

terlambat diberikan potongan tetapi kalau pulang

terlambat tidak diberikan tambahan tunjangan.
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3. Menurut Bapak/Ibu apakah sudah dilaksanakan sosialisasi yang cukup

kepada para pegawai sebelum kebijakan pemberian tunjangan kinerja

daerah di implementasikan ?

Informan 1 : Iya, saya pernah mengikuti sosialisasi pemberian TKD

yang dilaksanakan di lantai 14. Melalui sosialisasi itu

saya jadi mengetahui banyak tentang TKD. Sosialisasi

memang sangat diperlukan untuk memberikan

pemahaman yang utuh terhadap penerapan suatu

kebijakan. Apalagi TKD ini kan barang baru.

Informan 2 : Sosialisasi pemberian TKD sudah pernah dilaksanakan

beberapa kali di tingkat kota. Peserta sosialisasi berasal

dari pimpinan unit yang ada di lingkungan kota

administrasi Jakarta Utara dan diharapkan dapat

mensosialisasikannya kembali kepada para staf di

unitnya masing-masing terkait TKD.

Informan 3 : Menurut saya sosialisasi yang dilaksanakan sudah

cukup.

Informan 4 : Sosialisasi lewat mulut ke mulut saja saya rasa sudah

cukup efektif. Kalau urusan TKD, urusan duit pasti

menyebarnya cepat. Istilahnya, dari mulut ke mulut

saja bisa sampai ke semua pegawai. Maklum, pegawai

negeri.

4. Menurut Bapak/Ibu bagaimana kebijakan pemberian tunjangan kinerja

daerah dipahami oleh para pejabat dan pegawai?

Informan 1 : Para pegawai di lingkungan pemerintah kota

administrasi Jakarta Utara sebagian besar memahami

adanya kebijakan pemberian tunjangan kinerja daerah

sebagai penggabungan dari tunjangan-tunjangan yang

diterima sebelumnya yaitu TPP dan kesra. Dengan

adanya tunjangan kinerja daerah, honor-honor yang

Implementasi kebijakan..., Ria Misnawati, FISIP UI, 2010.



berasal dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan

ditiadakan.

Informan 2 : Menurut saya para pegawai cukup memahami tentang

kebijakan tunjangan kinerja daerah ini.

Informan 3 : Menurut saya para pegawai sudah mengetahui dan

memahami tunjangan kinerja daerah itu apa. Namun,

terkait teknis perhitungan kehadiran, pengukuran

kinerja saya rasa hanya sebagian kecil pegawai yang

memahaminya.

Informan 4 : Menurut saya para pegawai sudah memahami tentang

kebijakan tunjangan kinerja daerah.

5. Menurut Bapak/Ibu apakah implementasi kebijakan pemberian tunjangan

kinerja daerah sudah sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan?

Informan 1 : Tujuan pemberian tunjangan kinerja daerah adalah

untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai,

meningkatkan kinerja pegawai, meningkatkan tertib

administrasi pengelolaan keuangan, dan peningkatan

pelayanan publik. Menurut saya, tujuan-tujuan tersebut

belum sepenuhnya tercapai.

Informan 2 : Menurut saya tujuan kebijakan pemberian tunjangan

kinerja daerah dikaitkan dengan peningkatan

kesejahteraan pegawai sudah mulai tercapai. Dengan

adanya kebijakan tunjangan kinerja daerah pendapatan

para pegawai meningkat.

Informan 3 : Menurut saya tujuan tujuan kebijakan pemberian

tunjangan kinerja daerah dikaitkan dengan peningkatan

kesejahteraan pegawai akan berbeda antara satu

pegawai dengan pegawai yang lainnya karena tolok

ukur sejahtera bagi tiap individu berbeda. Namun,

menurut saya secara umum peningkatan kesejahteraan
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pegawai cukup meningkat dengan adanya tunjangan

kinerja daerah.

Informan 4 : Menurut saya tunjangan kinerja daerah ini cukup

mempengaruhi kinerja para pegawai.

6. Menurut Bapak/Ibu apakah implementasi pemberian tunjangan kinerja

daerah mempengaruhi kinerja para pegawai di lingkungan Kota

Administrasi Jakarta Utara?

Informan 1 : Pemberian tunjangan kinerja daerah sudah cukup

mempengaruhi pola kerja para pegawai. Saya berharap

ini akan menjadi titik awal yang baik untuk semakin

memperbaiki kinerja para pegawai kita.

Informan 2 : Iya, mempengaruhi. Sistem pemberian TKD ini telah

mengubah kebiasaan para pegawai yang sering datang

terlambat. Saya saja dulu sebelum ada TKD, dalam

satu minggu hanya hari-hari tertentu tidak datang

terlambat. Tetapi setelah ada TKD tidak pernah

terlambat lagi. Hal ini, pasti akan berpengaruh juga

terhadap kinerja pegawai.

Informan 3 : Iya, cukup berpengaruh. Sejak ada TKD para pegawai

sudah mulai sibuk melakukan tugasnya sejak pukul

07.30. Berbeda dengan sebelum adanya TKD. Banyak

pegawai yang sering datang terlambat.

Informan 4 : Seperti yang telah saya kemukakan sebelumnya,

menurut saya tunjangan kinerja daerah ini cukup

mempengaruhi kinerja para pegawai.

7. Menurut Bapak/Ibu bagaimana melakukan pengukuran kinerja para

pegawai di unit kerja yang Bapak/Ibu pimpin ini?

Informan 1 : Pengukuran kinerja para pegawai dilakukan sesuai

dengan tupoksi masing-masing pegawai saja. Selain itu

juga, saya melihat bagaimana prilaku atau keseharian
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pegawai tersebut di kantor. Itulah sebabnya, saya

sering mengamati secara langsung bagaimana para

pegawai melaksanakan tugasnya.

Informan 2 : Pengukuran kinerja yang dilakukan saat ini dengan

melihat hasil kerja pegawai dan prilaku keseharian

pegawai dalam bekerja.

Informan 3 : Pengukuran kinerja dilakukan berdasarkan tugas poko

dan fungsi para pegawai.

Informan 4 : -

8. Menurut Bapak/Ibu apakah telah ada tolok ukur atau standard pengukuran

kinerja para pegawai di unit kerja yang Bapak/Ibu pimpin?

Informan 1 : Seperti yang telah saya ungkapkan sebelumnya,

Pengukuran kinerja para pegawai dilakukan sesuai

dengan tupoksi masing-masing pegawai saja.

Informan 2 : Ada, sesuai dengan petunjuk pelaksanaan yang telah

ada.

Informan 3 : Ada.

Informan 4 : Ada.

9. Menurut Bapak/Ibu apakah telah ada peraturan pelaksanaan yang

memadai (juklak) dalam menindaklanjuti implementasi kebijakan

pemberian tunjangan kinerja daerah?

Informan 1 : Iya, telah ada petunjuk pelaksanaan yang menagtur

terkait pemberian tunjangan kinerja daerah ini.

Informan 2 : Petunjuk pelaksanaan yang telah ada saat ini masih

belum lengkap penjelasannya. Masih perlu penjelasan

yang lebih rinci agar lebih mudah dimengerti dan tidak

membuat bingung.

Informan 3 : Juklak, klo juklaknya ada. Saya pernah lihat. Tapi saya

tidak mengetahui jelas bagaimana isinya. Saya belum
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pernah membaca juklak yang ada secara lengkap.

Waktu itu cuma lihat sedikit saja.

Informan 4 : Ada.

10. Menurut Bapak/Ibu apakah ada reward dan punishment lain yang

diberikan kepada pegawai yang berkinerja baik selain pemberian

tunjangan kinerja daerah?

Informan 1 : Kalau pemberian sanksi bagi yang melanggar

ketentuan, sanksi diberikan sesuai dengan peraturan

disiplin pegawai negeri.

Informan 2 : Menurut saya semuanya sesuai dengan kebijakan yang

ada saja. Jadi, tidak ada reward dan punishment lain.

Tidak ada.

Informan 3 : Tidak ada.

Informan 4 : Tidak ada. ”Bagaimana kita mau profesional, kalau kita

datang terlambat tetapi apabila pulang melebihi jam

kerja yang telah ditetapkan tidak diberikan tambahan

apa-apa. Reward dan punishmentnya tidak seimbang.
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PEDOMAN WAWANCARA

PENELITIAN TESIS

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA

DAERAH DI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

INFORMAN

Empat orang masyarakat yang pernah memperoleh pelayanan di Ruang

Pelayanan Terpadu Blok S Kantor Walikota Jakarta Utara

PERTANYAAN DAN JAWABAN

Menurut Bapak/Ibu bagaimana kualitas pelayanan yang Bapak/Ibu terima di

Ruang Pelayanan Terpadu Blok S Kantor Walikota Jakarta Utara?

Informan 1 : Petugasnya ramah, tetapi saya kurang puas dengan pelayanan

yang diberikan. Tadi saya harus menunggu cukup lama karena

ada gangguan teknis kata petugasnya.

Informan 2 : Saya tidak tahu soal TKD. Namun, pelayanan yang diberikan

cukup memuaskan bagi saya. Setidaknya saya tidak perlu

menunggu terlalu lama untuk mengurus keperluan saya ini.

Ruang pelayanan yang ada juga cukup nyaman.

Informan 3 : Saya cukup puas. Tetapi kalau bisa pelayanan yang diberikan

dapat memberikan pelayanan yang lebih cepat jadi kita tidak

perlu membutuhkan waktu yang terlalu lama untuk menunggu.

Informan 4 : Saya baru sekali terima pelayanan di sini. Saya rasa pelayanan

yang diberikan cukup baik. Informasi yang diberikan oleh

petugas sangat membantu saya.
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